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ABSTRAK 

 

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rekrutmen Pejabat Birokrasi 

 (Studi di Kabupaten Pringsewu) 

 

 

Oleh 

 

 

Suci Lestari 

 

 

Pelaksanaan rekrutmen pejabat birokrasi melalui Seleksi Terbuka dan 

Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Pringsewu, 

dilakukan sebagai upaya mewujudkan salah satu misi Kabupaten Pringsewu, yaitu 

menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good local governance). Adapun teknis pelaksanaannya 

merujuk pada Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Penelitian ini berfokus pada (1) tahapan rekrutmen pejabat yang meliputi: 

tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan (pengumuman, seleksi, hasil seleksi), serta 

tahapan monitoring dan evaluasi; (2) penerapan prinsip good governance. Lokasi 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di BKDD dan Komisi I DPRD 

Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen pejabat pada 

Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah tahun 2015 

telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pihak penyelenggara telah 

menerapkan prinsip good governance, yakni tranparansi, partisipasi, supremasi 

hukum, akuntabilitas, dan cepat tanggap. Dengan demikian, pelaksanaan system 

rekrutmen seperti ini akan menciptakan sosok pejabat birokrasi yang berkualitas dan 

berkompeten. Adapun saran peneliti: (1) pada tahapan persiapan sebaiknya, bupati 

lebih mencermati aturan pembentukan panitia seleksi; (2) pada tahapan pelaksanaan 

sebaiknya, antara panitia seleksi dan pemerintah setempat menjalin koordinasi yang 

baik agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau bahkan kesalahan terkait publikasi 

pengumuman hasil; (3) tahapan monitoring sebaiknya, ada pengawasan langsung dari 

Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk nyata dari monitoring itu sendiri. 
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ABSTRACT 

 

Implementation of Good Governance Principles in the Recruitment Of 

Bureaucracy Officers 

(The Study in Pringsewu Regency) 

 

 

By 

 

 

Suci Lestari 

 

 

Implementation of bureaucratic recruitment through the Open and 

Competitive Selection to fulfill a Leader Position in High Primary Pringsewu 

Regency, is part of efforts to realize one mission of the Pringsewu Regency, 

which is to govern the area by implementing the principles of good governance 

(good local governance). As for a guidance forits implementation refers to 

Ministry of Bureaucratic Reform’s regulation number 13 year 2014 (Permenpan- 

RB No.13/2014) about procedures to fulfill a leader position in governmental 

agencies.  

This study focuses on (1) the stage of recruitment officers include: phases 

of preparation, implementation phases (announcement, selection, selection 

results), as well as monitoring and evaluation phases; (2) the application of the 

principles of good governance.This research was conducted in BKDD and 

Commission I of Legislative Board (DPRD) in Pringsewu Regency. This research 

uses descriptive research type with qualitative approach. Data collection 

techniques consisting of interviews and documentation. Technique authenticity of 

data uses triangulation. 

The results shows that the implementation of the recruitment of officials 

on open and competitive selection to fulfill position of Regional Secretary (Sekda) 

in 2015 has been fit to the existing rule. Moreover, the committe has applied the 

principles of good governance, namely transparency, participation, rule of law, 

accountability, and responsiveness. Thus, the implementation of the recruitment 

system like this will create an official figure who qualified and competent. The 

researcher suggest: (1) On the preparation stage, The regent (Bupati) should look 

more detail to the rules of the forming the committee; (2) at the stage of 

implementation between the selection committee and local authorities should 

establish good coordination in order to avoid missunderstanding and a mistake on 

the publication of results; (3) at monitoring phases, there should be direct 

supervision from the State Civil Reform Commission as a real form of monitoring 

itself. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam kehidupan masyarakat modern. 

Melalui birokrasi inilah Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan 

penyediaan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut 

Max Weber (Sulistio dan Budi, 2009: 23), birokrasi adalah bentuk organisasi 

kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat 

pemerintah yang memiliki syarat technical skills (berkemampuan secara teknis 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya) bagi bekerjanya sistem 

administrasi pemerintahan. Namun, sebagian orang menilai birokrasi yang 

dijalankan aparatur pemerintah tersebut dinilai sebagai prosedur yang berbelit-

belit karena dalam realita kehidupan birokrasi lebih terkesan negatif dan 

menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi dibayar 

dari uang masyarakat. Hal tersebut, menjadi contoh keluhan masyarakat yang 

akhirnya menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi. Kondisi 

tersebut mengakibatkan masyarakat mengambil jalan pintas untuk mendapatkan 

pelayanan yang diinginkan. Banyak keluhan masyarakat kepada aparatur 

birokrasi, sehingga menuntut adanya perubahan perbaikan salah satunya adalah 
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tuntutan kemampuan aparatur itu sendiri. Masalah tersebut mengaharuskan 

pemerintah baik pusat dan daerah harus terus membenahi aparatur birokrasi. 

 

Salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi faktor kunci bagi 

berlangsungnya proses perubahan segala aspek di tubuh birokrasi adalah Sumber 

Daya Aparatur Manusia (SDAM). Unsur Sumber Daya Aparatur Manusia 

(SDAM) sangat penting karena unsur inilah yang dapat menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. 

Dalam konteks inilah, kualitas SDAM sangat mendesak untuk segera 

diperhatikan. Oleh karena itu, proses rekrutmen SDAM untuk mengisi jabatan di 

tubuh birokrasi haruslah dilakukan rekrutmen jabatan birokrasi yang ketat agar 

mendapatkan hasil yang optimal. Rekrutmen pejabat birokrasi merupakan tahap 

awal yang penting untuk mendapatkan SDAM yang berkualitas. Selama ini sistem 

rekrutmen yang diimplementasikan sebagaimana halnya yang terdapat dalam 

sistem promosi jabatan, pada prinsipnya selalu didasarkan pada senioritas, 

prestasi, atau keduanya. Namun, proses rekrutmen selama ini ternyata menyimpan 

sejumlah masalah penyimpangan yang tak jarang berupa praktik nepotisme. 

Praktik nepotisme tersebut ditandai dengan adanya promosi jabatan yang 

dilakukan oleh pejabat atasan kepada pegawai yang bersangkutan atas dasar 

kedekatan suku, daerah, atau afiliasi politik tertentu. Hal tersebut didukung 

dengan pendapat Bapak Dr. Ir. Ahmad Tohardi, M.M. selaku Dosen Universitas 

Tanjungpura Pontianak yang mengatakan bahwa dalam pengimplementasian 

sistem manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah 

di Indonesia ternyata muncul berbagai kelemahan, seperti rendahnya kualitas 

pegawai, rendahnya mutu pendidikan dan latihan, rendahnya kesejahteraan, pola 
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pengembangan karier yang kurang jelas, terhambatnya mutasi pegawai (alasanya 

sistem Dana Alokasi Umum), dan yang menonjol adalah munculnya sikap-sikap 

primordialisme dan kedaerahan yang sempit, sehingga mutasi/promosi didasarkan 

pada asal daerah, suku dan agama yang muncul dalam bentuk like and dislike 

terutama dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil 

Negara (ASN). (Sumber: www.pontianakpost.com., diakses pada tanggal 14 Mei 

2016) 

 

Memang selama ini masalah penyimpangan tidak pernah bisa dibuktikan, namun 

isu-isu yang menyebar di kalangan pegawai (bahkan masyarakat luas) seolah 

membenarkan jika ingin mendapatkan jabatan tertentu, apalagi promosi jabatan, 

pegawai harus melakukan tindakan penyimpangan sampai dengan menyediakan 

sejumlah uang. Selain itu faktor kedekatan dan kekerabatan juga amat 

berpengaruh. Ada pula kasus pegawai yang telah mendapatkan undangan untuk 

dilantik menjadi pejabat struktural, namun tiba-tiba undangannya dibatalkan tanpa 

alasan yang jelas. Ditengarai ada pegawai lain yang berani membayar untuk 

mendapatkan jabatan tersebut. Berikut ini rangkuman fenomena dalam rekrutmen 

pejabat birokrasi yang belum mencerminkan transparansi, dilihat dari promosi 

jabatan yang dilakukan secara tertutup dan tidak banyak yang berlandaskan 

kompetensi. Pelaksanaan yang tertutup juga membuat partisipasi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dalam promosi jabatan tidak maksimal. Hal 

tersebut mencerminkan promosi jabatan belum berprinsip partisipasi. Selain itu, 

belum banyak rekrutmen pejabat eselon II dengan menggunakan fit and proper 

test. Padahal pelaksanaan tesnya mengacu pada pendekatan assessment center 

yang banyak digunakan dalam mengembangkan kompetensi pegawai dan menjadi 

http://www.pontianakpost.com/
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upaya untuk menghapus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam birokrasi 

pemerintahan. Hal tersebut menandakan belum mencerminkan prinsip 

akuntabilitas. Dengan demikian, pelaksanaan rekrutmen pejabat sebelum 

dilakukan secara terbuka tidak mencerminkan prinsip supremasi hukum sehingga 

didasari dengan pertimbangan kekeluargaan maupun politik bukan pertimbangan-

pertimbangan yang objektif. Akibatnya, jabatan tertentu diduduki oleh Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi persyaratan, kepangkatan, dan 

kecakapan. Situasi tersebut jika dibiarkan akan dapat membuat birokrasi menjadi 

tidak efektif, tidak efisien, tidak berdaya saing, dan bahkan dapat menyebabkan 

suatu daerah berpotensi menjadi daerah yang gagal karena dikelola oleh aparatur 

pemerintahan yang tidak berkompeten.  

 

Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Pringsewu menghadapi tuntutan 

berupa kebutuhan untuk melaksanakan penataan aparatur dari sisi rekrutmen 

pejabat birokrasi. Hal tersebut, membuat pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

berupaya melaksanakan pembenahan aparatur melalui rekrutmen secara terbuka 

dalam rangka mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Sekretaris 

Daerah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang 

tersebut menegaskan tentang penataan ulang birokrasi seperti pengisian jabatan 

pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama pada instansi daerah dilakukan secara 

terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 

memperhatikan syarat komptensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, latihan, 

rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun teknis pelaksanaannya 

dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu kemudian melakukan langkah terobosan dalam 

rekrutmen pejabat birokrasi melalui promosi jabatan terbuka yang dilaksanakan 

mulai tanggal 6 hingga 19 Maret 2015. Rekrutmen pejabat pada tahun 2015 

tersebut, dilakukan khusus untuk menjaring para anggota PNS atau ASN yang 

akan ditempatkan untuk mengisi jabatan sebagai sekretaris daerah. Pada masa 

mendatang rekrutmen semacam ini diharapkan pula akan diterapkan untuk 

mengisi jabatan-jabatan dibawahnya. Melalui sistem promosi jabatan terbuka ini, 

para PNS terbaik se-Provinsi Lampung yang telah memenuhi kualifikasi 

diharapkan mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dan kompetitif dengan 

beberapa ketentuan. Promosi jabatan terbuka seperti ini memang bukan hal yang 

baru, mengingat sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah pernah 

melakukannya. Namun, hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengingat Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

merupakan pemerintah daerah yang mencoba mempelopori penerapan sistem 

tersebut untuk pertama kalinya di Provinsi Lampung.  

 

Mengingat sistem rekrutmen seperti ini baru pertama kali dilakukan, maka 

penerapan promosi jabatan terbuka pada masa-masa awal pelaksanaannya 

dirasakan tidak semudah di daerah lain yang telah lama menerapkannya. Seperti 

dilansir pada berita on-line lampung.tribunnews.com pada Senin, 9 Februari 2015 
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menyatakan, “......Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih terkendala anggaran 

untuk melaksanakan seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin 

Sekretariat Kabupaten Pringsewu”. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu tetap berkomitmen untuk melaksanakan promosi jabatan terbuka. 

Bapak Ihsan Hendrawan, S.H., selaku Kepala Bidang Pembinaan, Pemberhentian, 

dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) 

Kabupaten Pringsewu mengatakan, bupati beserta kepala dinas/badan sangat 

berkomitmen menyelenggarakan promosi jabatan terbuka. Sehingga, salah satu 

solusi terkait anggaran adalah pengusulan bantuan ke pemerintah provinsi. 

Ditambahkan pula oleh beliau bahwa komitmen harus pula dibarengi dengan 

anggaran, tenaga, dan waktu agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan serta 

upaya mewujudkan salah satu misi Kabupaten Pringsewu, yakni 

menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good local governance).   

 

Good Governance diartikan sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang 

baik dengan melibatkan aktor-aktor, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat 

melalui penerapan prinsip atau unsur yang terkandung didalamnya. Ketetapan 

mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua tingkatan. Hal 

tersebut dilakukan sebagai bentuk penjabaran atas amanat tuntutan reformasi, 

sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi dan Birokrasi 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pemerintah pun 

selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
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Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Oleh sebab itu, segenap 

komponen pemerintahan, khususnya aparatur pemerintah hendaknya merespon 

ketetapan ini. Dengan demikian, reformasi dalam rekrutmen pejabat birokrasi 

menempati posisi terdepan untuk melakukan perubahan menuju kearah yang lebih 

baik. Proses yang perubahan dimaksudkan adalah demi terwujudnya sosok 

birokrat yang berkualitas yang mencangkup kapasitas pengetahuan, kecakapan, 

maupun perilaku positif, dengan diperkuat oleh kompetensi sehingga mampu 

menjadi pionir untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

 

Sebagai salah satu grand design dalam mempercepat reformasi birokrasi yang 

arah tujuannya mewujudkan good governance maka promosi jabatan terbuka 

sangat baik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sistem ini akan 

menjadi salah satu pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi, yang bisa 

mencegah terjadinya praktik nepotisme yang ditandai sikap pemimpin yang 

memilih pejabat atas dasar kedekatan suku, daerah, atau afiliasi politik tertentu. 

Pelajaran baik lain yang didapatkan pada pelaksanaan sistem ini adalah 

menciptakan kompetisi yang fair dan obyektif dikalangan PNS yang akan 

menduduki suatu jabatan, sehingga memperoleh calon pemimpin birokrasi 

terbaik. Menurut peneliti, fenomena yang terjadi di Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu ini perlu di apresiasi mengingat bahwa sebagai DOB pemerintah 

daerahnya berani untuk melakukan terobosan dalam sistem rekrutmen, padahal 

daerah otonomi yang sudah lama berdiri pun belum dapat melaksanakan sistem 
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tersebut. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dalam 

penulisan skripsi dengan judul, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam 

Rekrutmen Pejabat Birokrasi (Studi di Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan hasil yang baik guna menjadi contoh kepada 

kabupaten/kota lain untuk percepatan reformasi birokrasi. Apabila promosi 

jabatan terbuka ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya maka akan membantu bukan hanya menghasilkan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang berkualitas dan berkompeten, tetapi juga membantu 

peningkatan daerah otonom selanjutnya.  
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen pejabat birokrasi melalui 

promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam rekrutmen pejabat 

birokrasi melalui promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

disusun tujuan penelitian, sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses pelaksanaan rekrutmen 

pejabat birokrasi melalui promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam rekrutmen 

pejabat birokrasi melalui promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan 

wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai 

rekrutmen pejabat birokrasi.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen pejabat birokrasi 

melalui promosi jabatan terbuka sebagai wujud penataan aparatur birokrasi 

dan penerapan prinsip good governance.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Birokrasi 

 

 

Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani bureau, yang 

artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat, dan cracy yang berarti 

aturan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem 

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang 

pada hierarki dan jenjang jabatan. Selanjutnya, Heady (Sulistio dan Waspa, 2009: 

7) berpendapat bahwa birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki 

karakteristik tertentu: hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. 

Hierarki disini maksudnya berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan 

perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang di 

maksud disini adalah tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi 

dalam mencapai tujuan. Sedangkan, kualifikasi atau kompetensi adalah seorang 

birokrasi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional. 

 

Berdasarkan terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara dan 

Ilmu Politik terdapat berbagai macam pengertian yang diungkapkan para ahli. 

Namun, hal tersebut dapat disistematiskan dalam tiga kategori (Santoso, 1997: 

14), yaitu: pertama, birokrasi dalam pandangan positif atau rasional yang 
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dikemukakan oleh Hegel dengan konsep Hegelian Bureaucracy, yaitu melihat 

birokrasi sebagai institusi yang menjembatani antara “Negara” yang 

memanifestasikan kepentingan umum dan “civil-society” yang memanifestasikan 

kepentingan khusus dalam masyarakat; kedua, birokrasi dalam pandangan negatif 

atau suatu penyakit (bureau pathology) yang dikemukakan oleh Marx, 

menurutnya birokrasi adalah suatu alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis 

dan kapitalis untuk mengeksploitir kelas proletar; dan ketiga, birokrasi dalam 

pandangan netral (value-free), artinya tidak terkait dengan pandangan positif dan 

negatif. Pandangan netral ini dikemukakan oleh Weber yang mengartikan 

birokrasi sebagai keseluruhan pejabat negara dibawah pejabat politik, atau 

keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga 

diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (every big organization is 

bureaucracy).  

 

Selain itu, Weber (Sulistio dan Waspa, 2009: 23) memaknai birokrasi sebagai 

bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat 

resmi atau aparat pemerintah yang memiliki syarat technical skills 

(berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya) 

bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. Dijelaskan pula ada 7 kriteria 

ideal yang digambarkan oleh Weber, yaitu: (1) adanya pembagian kerja yang 

jelas; (2) hierarki kewenangan yang jelas; (3) formalisasi yang tinggi; (4) bersifat 

tidak pribadi (impersonal); (5) pengambilan keputusan mengenai penempatan 

pegawai yang didasarkan atas kemampuan; (6) jenjang karir bagi para pegawai; 

(7) kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.   
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Adapun Santoso (1997: 21) menyebutkan perbedaan tugas pokok atau misi yang 

mendasari suatu organisasi birokrasi, sekurang-kurangnya dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori, yaitu: (a) birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian 

organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum 

termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah, 

ialah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut bersifat 

“mengatur”, atau regulative-functio; (b) birokrasi pembangunan, yaitu organisasi 

pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna 

mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri. 

Fungsi pokoknya adalah development function atau adaptive function;                

(c) birokrasi pelayanan, yaitu organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya 

merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah 

service (pelayanan) langsung kepada masyarakat.  

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat birokrasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara 

dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-

lembaga non-departemen, baik pusat maupun di daerah: seperti di tingkat 

provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. 
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B.  Rekrutmen Pejabat Birokrasi 

 

 

Salah satu kegiatan penting dari kegiatan sumber daya manusia adalah rekrutmen, 

yaitu menarik tenaga kerja yang memiliki kinerja yang baik. Hal ini dilakukan 

oleh organisasi kecil, menengah, dan skala besar. Sebelum organisasi menarik 

tenaga kerja, organisasi harus merekrut dan menempatkan individu yang memiliki 

keahlian sesuai yang dibutuhkan organisasi. Penarikan tenaga kerja baru seakan 

menjadi perhatian utama pada banyak organisasi birokrasi. Hal ini dikatakan oleh 

Harvey dan Robert dalam Rachmawati (2008:84), recruiting may be defined as 

the process of seeking, attracting, and identifying a pool of qualified candidates in 

sufficient numbers to fill current and future workforce needs, (merekrut dapat 

didefinisikan sebagai proses mencari, menarik, dan mengidentifikasi kandidat 

yang memenuhi syarat dalam jumlah yang cukup untuk mengisi kebutuhan tenaga 

kerja saat ini dan masa depan). 

 

Selain itu, Wather dan Davis (Yani, 2012: 75) mengemukakan bahwa rekrutmen 

merupakan suatu proses penemuan dan penerimaan dari pelamar-pelamar yang 

cakap untuk menempati suatu posisi jabatan. Proses dimulai ketika perekrut 

mencari dan berakhir ketika mereka menerima surat lamaran. Berdasarkan 

pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan 

serangkaian kegiatan mencari dan menarik pelamar kerja yang memiliki 

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menempati suatu 

posisi jabatan. 
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Sedangkan, rekrutmen pejabat merupakan proses mencari, menemukan, dan 

menarik para calon pejabat untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Pejabat 

yang dipekerjakan dalam dan oleh organisasi birokrasi disebut pejabat birokrasi. 

Pejabat birokrasi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah Aparatur 

Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat mandat 

menempati posisi selaku pemimpin atau pejabat struktural pada semua jenjang 

(eselon) di tubuh birokrasi. Adapun tujuan rekrutmen pejabat adalah untuk 

memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon pejabat sehingga 

organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap 

calon pelamar yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Terlebih 

bila mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) sangat terbatas, yakni hanya sedikit 

jumlah pegawai yang tersedia, sedangkan banyak organisasi yang membutuhkan 

tenaga kerja. Sebuah organisasi atau dalam birokrasi melakukan rekrutmen 

dikarenakan beberapa faktor, seperti perluasan kegiatan organisasi dan perincian 

pekerjaan baru, adanya promosi jabatan, mutasi, ataupun mengundurkan diri 

dengan alasan lain-lain, dan masih banyak faktor yang lainnya. Dengan demikian, 

perlu adanya standar kualifikasi yang telah disepakati bersama, sebagai suatu nilai 

dan kebijaksanaan organisasi untuk diterapkan dalam program pengembangan 

organisasi di masa yang akan datang. 

 

Secara umum, Rachmawati (2008:91-97) membedakan sumber rekrutmen ke 

dalam dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Adapun 

macam-macam rekrutmen internal di antaranya, yaitu: (a) job postings yang 

merupakan suatu proses di mana organisasi mengumumkan posisi jabatan yang 

kosong dalam organisasi sehingga peluang pada semua pegawai untuk bersaing 
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secara sehat dengan cara mengajukan lamaran secara formal. Kelebihan teknik ini 

adalah memberikan kesempatan yang sama pada semua pegawai yang memenuhi 

kualifikasi untuk menjadi calon dan organisasi pun akan mempunyai lebih banyak 

calon untuk dipilih. Adapun kelemahan cara ini adalah waktu dibutuhkan lebih 

lama; (b) referensi manajemen, yakni perekrutan dilakukan melalui referensi dari 

pegawai lain dalam organisasi. Kelebihannya, pegawai sudah mengenal karakter 

dan keterampilan kandidat, lebih cepat, serta dari segi biaya lebih murah. 

Kelemahannya, manajemen tidak mengenal orang-orang selain pegawai dalam 

organisasi yang mungkin mempunyai keahlian yang lebih bervariasi dibandingkan 

dengan hanya merekrut berdasarkan referensi pegawai sendiri. Hal ini juga 

memungkinkan adanya diskriminasi, sebab pegawai cenderung mereferensikan 

teman-temannya sendiri yang memiliki sikap, sifat, dan latar belakang yang 

hampir sama.  

 

Sementara itu, rekrutmen eksternal berusaha menarik calon pejabat dari luar 

organisasi. Adapun macam-macam teknik rekrutmen eksternal, yaitu; (a) teknik 

pelamar langsung dan referensi. Pada teknik ini pelamar datang langsung pada 

organisasi meskipun terkadang organisasi tidak membuat publikasi adanya 

lowongan pekerjaan. Kelebihannya, tentu lebih menghemat biaya dan lebih fokus 

pada kualifikasi pelamar yang datang. Cara ini sah saja, tetapi organisasi perlu 

mempertimbangkan faktor nepotisme agar tidak terjadi dalam organisasi yang 

sehat dan dinamis karena akan memicu terjadinya rekomendasi yang bersifat 

Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA); (b) teknik melalui media iklan 

surat kabar dan majalah. Cara ini cukup efektif untuk merekrut pelamar. 

Penggunaan iklan bisa menyumbangkan terbentuknya citra organisasi dan 
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prestise. Namun, kadang-kadang diperlukan tenggang waktu yang lebih lama 

untuk publikasi; (c) teknik open house, yaitu organisasi membuka kesempatan 

pada orang luar di sekitar organisasi untuk mengunjungi dan melihat fasilitas yang 

ada. Teknik ini lebih sesuai apabila organisasi ingin menarik calon pelamar yang 

memiliki keterampilan dan keahlian yang langka dan terbatas; (d) teknik 

nepotisme, yakni pemberian jabatan kepada family. Namun, hal ini sangat 

dihindari di dalam organisasi karena terkadang cara ini seorang pelamar tidak 

menunjukan kemampuan yang cakap dalam pekerja; (e) teknik melalui lembaga 

pendidikan dan universitas. Caranya dapat dengan menyaring para lulusan terbaik 

untuk dicoba magang terlebih dahulu; (f) teknik melalui perekrutan elektronik 

melalui internet. Peluang organisasi untuk merekrut pelamar yang berpotensi 

tinggi terbuka luas. Metode ini dirasa paling efisien. Disamping organisasi ingin 

mencari tenaga kerja di luar organisasi sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi, 

media ini dapat pula menjadi sarana promosi. 

 

Menurut Haryanto (Rahmadaniza, 2006: 11), sifat rekrutmen dibagi ke dalam dua 

jenis, yaitu rekrutmen secara terbuka dan rekrutmen secara tertutup. Rekrutmen 

secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa 

terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan,  

apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedangkan, rekrutmen secara tertutup merupakan cara rekrutmen yang hanya 

dilakukan terhadap individu-individu tertentu, yang mempunyai persamaan 

tertentu, dan dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat 

menduduki jabatan tertentu. Namun, kesempatan dalam rekrutmen ini tidak 

terbuka untuk seluruh masyarakat. 
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Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa rekrutmen dapat 

bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa 

saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi, proses rekrutmen dapat 

bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang 

bisa mengikuti proses perekrutan. 

 

 

C. Seleksi Pejabat Birokrasi 

 

 

Rekrutmen pejabat birokrasi sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik 

calon pejabat birokrasi diwujudkan melalui kegiatan berupa seleksi pejabat 

birokrasi. Mengingat setiap pejabat birokrasi juga merupakan anggota PNS atau 

ASN maka seleksi untuk mendapatkan pejabat birokrasi ditempuh dengan 

prosedur sebagaimana untuk mendapatkan personil pegawai. Proses seleksi 

pegawai ini merupakan salah satu bagian yang teramat penting dari keseluruhan 

proses manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena terpenuhi 

atau tidaknya tuntutan organisasional pada sekelompok pegawai dalam organisasi, 

sangat tergantung pada cermat atau tidaknya proses seleksi itu dilakukan. 

 

Apabila sekelompok pelamar sudah diperoleh melalui kegiatan rekrutmen, maka 

proses seleksi akan dimulai. Proses seleksi terdiri dari berbagai langkah spesifik 

yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar 

mana yang akan ditolak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sulistiyani dan 

Rosidah (2009:189), yang mengemukakan bahwa seleksi jabatan merupakan 

serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah 
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seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu, setelah 

menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan.  

 

Hal serupa dijelaskan pula oleh Raymond A. Noe dkk (Rachmawati, 2008:100), 

Personnel Selection “The process through which organizations make decisions 

about who will not be allowed to join the organization”, (seleksi personil adalah 

proses melalui organisasi yang membuat keputusan tentang siapa yang tidak akan 

diizinkan untuk bergabung dengan organisasi). Dengan demikian, peneliti 

memahami seleksi jabatan adalah suatu proses memilih para pelamar melalui 

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sehingga dapat bergabung di dalam 

organisasi tersebut. Seleksi jabatan ini merupakan bagian dari tahap akhir dari 

rangkaian proses rekrutmen. Selanjutnya, ada proses penempatan di mana 

seseorang pegawai ditempatkan pada posisi atau jabatan berdasarkan 

pertimbangan keahlian, keterampilan atau kualifikasi tertentu.  

 

Sebelum mengadakan seleksi dan penempatan pegawai, terdapat metode-metode 

yang harus ditempuh dalam seleksi dan penempatan pegawai. Adapun metode-

metode yang harus ditempuh menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009:195), yaitu: 

(a) menentukan kebutuhan-kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM); (b) 

mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-

jabatan; (c) mengembangkan kriteria seleksi yang valid; (d) pengadaan 

(rekruitment); (e) mengadakan test para pelamar; (f) menyiapkan daftar dari para 

pelamar yang berkualitas; (g) mengadakan seleksi pelamar yang paling 

berkualitas. 
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Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009:190), ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam rangka pengadaan seleksi dan penempatan pegawai. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, yaitu: (a) informasi analisis 

jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan dan standar 

prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut; (b) rencana-rencana 

SDM yang memberikan informasi kepada pimpinan tentang tersedia tidaknya 

lowongan pegawai dalam suatu instansi; (c) keberhasilan fungsi rekrutmen yang 

akan menjamin pimpinan bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih;  

(d) langkah-langkah dalam proses seleksi.  

 

Secara bertahap proses seleksi calon pegawai yang sesuai dengan prosedur terdiri 

dari tujuh tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dikemukakan oleh Wendell L. 

French, yang disampaikan dalam bentuk tabel yang secara terperinci menunjukan 

prosedur, lalu diikuti tujuan yang ingin dicapai melalui prosedur tersebut, yang 

akhirnya tindakan dan kecenderungan yang muncul. Berikut ini langkah-langkah 

dalam proses seleksi: 

 

Tabel 1.  

Prosedur dalam Proses Seleksi 

 

Prosedur Tujuan Tindakan dan 

Kecenderungan 

Lamaran kerja lengkap Menunjukan jabatan yang 

diinginkan pelamar, 

memberikan informasi 

untuk wawancara. 

Meminta hanya informasi 

yang perlu untuk menduga 

keberhasilan pegawai. 

Wawancara penyaringan 

awal 

Membuat penilaian secara 

cepat terhadap kelayakan 

pelamar.  

Mengemukakan 

pertanyaan tentang 

pengalaman, gaji yang 

diharapkan, kesediaan 

untuk pindahkan, dan 

sebagainya.  

Testing  Mengukur keterampilan 

kerja calon dan kemampuan 

Bisa mencakup perangkat 

lunak testing komputer, 
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untuk bekerja bagi pegawai. analisis tulisan tangan, test 

lie detector (poligrafi) dan 

analisis rutin. 

Penyelidikan latar 

belakang  

Menelusuri kebenaran 

fomulir lamaran.  

Menghubungi bekas 

penyelia pelamar (dengan 

ijin) dan 

mengkonfirmasikan 

informasi pelamar.  

Wawancara untuk seleksi 

mendalam 

Mengetahui lebih banyak 

tentang pelamar sebagai 

individu.  

Dilakukan oleh pimpinan 

kepada siapa pelamar 

harus melapor. 

Pemeriksa fisik Memastikan pelaksanaan 

yang efektif oleh pelamar, 

melindungi pegawai lain 

dari penyakit menular, 

menyusun catatan 

kesehatan pelamar, 

melindungi perusahaan 

terhadap tuntutan 

kompensasi pegawai yang 

berlebihan.  

 

Penawaran pegawai Mengisi lowongan pegawai 

atau jabatan.  

Menawarkan gaji beserta 

tunjangan.  

(Sumber: Wendell L. French (1992), seperti dikutip Sulistiyani dan Rosidah 

(2009: 191-192)) 

 

Tahapan selanjutnya, menurut Barnardin dan Russell (Sulistiyani dan Rosidah, 

2009:197-198) adalah tahapan pengembangan dan evaluasi prosedur seleksi. 

Tahapan ini berjalan melalui proses sebagai berikut: (a) membuat Job Analysis 

dan Human Resorce Plannning, mengindentifikasi KOSOCs (Knowledge, 

Abilities, Skills, Other Characteristics); (b) mengembangkan prosedur seleksi; (c) 

meninjau pilihan-pilihan untuk menilai para pelamar pada KASOCs: pertama, 

belangko aplikasi, data biografi, wawancara awal; kedua, tes terstandar (kognitif, 

personalitas, motivasional, psikomotor); ketiga, latar belakang pribadi, referensi, 

tes penggunaan obat; keempat, tes kinerja, assessment centers; kelima, 

wawancara; (d) menentukan validitas metode-metode seleksi: pertama, kriteria 

yang berkaitan dengan validasi; kedua, penilaian para ahli; ketiga, generalisasi 
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validitas; (e) menentukan sistem pembobotan untuk metode-metode seleksi dan 

data keseluruhan (resultant data). 

 

 

D.  Penerapan Good Governance 

 

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini paradigma good governance sedang 

mengemuka. Untuk keperluan birokrasi, good governance diperlukan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) yang relevan. Jika mendengar istilah good 

governance yang seringkali kita definisikan hanyalah penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Namun, penyelenggaraan seperti apa dan bagaimana hal 

tersebut dilakukan masih belum dapat dibayangkan. Padahal untuk mewujudkan 

pemahaman good governance sebenarnya sangatlah kompleks, tidak hanya 

sekedar memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pada level tertentu. Good 

governance lebih dari sekedar usaha untuk memperbaiki kepemerintahan saja 

karena good governance memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. 

Permasalahan ini semakin rumit mengingat tuntutan good governance 

mengharuskan perubahan di berbagai aspek terkait dari semua sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah tertanam lama, terlebih-lebih jika 

dihadapkan pada sistem pemerintahan yang sudah sangat patologis. Perubahan 

yang diinginkan adalah meliputi aspek kinerja kepegawaian sampai dengan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pada level elite pemerintahan.  

 

Dengan mengutip pendapat UNDP (United Nations Development Program),  

Sulistiyani (2004:20-21) menyatakan bahwa istilah governance menunjukan suatu 

proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan 
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sumber-sumber sosial, dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk 

pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integritas, serta untuk 

kesejahteraan rakyatnya. Sementara definisi good governance dengan mengutip 

pendapat World Bank, Mardiasmo (2002:23) menyatakan suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertangguang jawab yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap 

kemungkinan salah alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik yang secara 

politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

 

Menurut World Conference on Governance (Sedarmayanti, 2009:270), good 

governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, 

dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial 

politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, 

keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan 

menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Perlibatan stakeholder yang dimaksud di atas, yakni pemerintah, 

rakyat, dan swasta. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Taschereau dan Campos 

(Thoha, 2003:63) yang memaknai good governance (tata pemerintahan yang baik) 

sebagai suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, 

kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan 

oleh komponen, yakni pemerintah (goverment), rakyat (civil society), dan 

usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen tersebut, 

mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat 
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tersebut, tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata 

kelola pemerintahan yang baik.  

 

Berdasarkan pendapat ahli-ahli di atas tentang definisi good governance maka 

peneliti memahami bahwa good governance merupakan proses tata kelola  

pemerintahan yang baik dengan melibatkan aktor-aktor, yakni pemerintah, swasta,  

dan masyarakat dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas.  

 

Ketetapan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah disemua 

tingkatan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penjabaran atas amanat tuntutan 

reformasi, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi dan 

Birokrasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pemerintah pun 

selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dengan demikian, segenap 

komponen pemerintahan, khususnya aparatur pemerintah hendaknya merespon 

ketetapan ini. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang merupakan bagian penting 

dalam pengelolaan pegawai tentu akan menjadi inti dari tuntutan perubahan 

menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai mobilisator dan dinamisator birokrasi pemerintah menempati posisi 
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terdepan untuk segera melakukan perubahan. Proses perubahan dimaksudkan 

adalah menuju terbentuknya pegawai yang berkualitas, baik mental maupun 

spiritual, dan daya kemampuan yang meliputi: pengetahuan, kecakapan, maupun 

perilaku positif dengan diperkuat oleh kompetensi manajerial sehingga mampu 

menjadi pionir untuk mempercepat tercapainya pemerintahan yang baik.  

 

Permasalahan lebih dahulu mana antara terbentuknya tata kelola pemerintahan 

yang baik atau dengan perubahan orientasi pengelolaan SDM supaya para 

pegawai di jajaran birokrasi publik mampu mewujudkan cita-cita good 

governance, keduanya diibaratkan merupakan sebuah lingkaran yang tak berujung 

pangkal sehingga sulit memisahkan keduanya. Asumsi yang muncul kemudian 

adalah suatu perubahan dari manapun itu dipandang rasional. Sistem pengelolaan 

SDM yang bernuansa good governance sebaiknya mulai dirintis, hal tersebut akan 

memfasilitasi terjadinya proses pendewasaan para pegawai untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai good governance. Dengan adanya tambahan 

stimulan terhadap peningkatan kualitas SDM maka artinya, telah memfasilitasi 

penerapan nilai-nilai good governance secara menyeluruh. Oleh karena SDM 

menjadi faktor penentu tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik maka 

hendaknya pengelolaan pegawai dilakukan melalui MSDM yang tepat dengan 

mengikuti prinsip good governance. Berdasarkan dari uraian di atas maka 

penerapan nilai-nilai good governance sangat penting di birokrasi pemerintah.  

 

Sedarmayanti (2009:282) mengatakan meski dalam wacana good governance 

tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, indikator, 

dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Upaya untuk 
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menyamakan persepsi tentang prinsip good governance beserta indikator atau 

tolak ukurnya telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti: Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), 

dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dalam Musyawarah 

Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang baik tahun 2001. Prinsip 

beserta indikatornya secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  

Prinsip Good Governance  

 
No. Prinsip Indikator Minimal 

1. Prinsip Partisipasi - Meningkatkan kepercayaan kepada 

masyarakat, 

- Meningkatnya jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah, 

- Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas masukan (kritik dan saran) 

untuk pembangunan daerah, dan 

- Terjadinya perubahan sikap 

masyarakat menjadi lebih peduli 

terhadap setiap langkah 

pembangunan. 

2. Prinsip Penegak Hukum - Berkurangnya praktek KKN dan 

pelanggaran hukum, 

- Meningkatnya (kecepatan dan 

kepastian) proses penegak hukum, 

- Berlakunya nilai/ norma di 

masyarakat (living law), 

- Terjadinya prubahan sikap 

masyarakat menjadi lebih peduli 

terhadap setiap langkah 

pembangunan, 

- Adanya kepercayaan masyarakat 

pada aparat penegak oknum 

sebagai pembela kebenaran, 

3. Prinsip Transparansi - Bertambahnya wawasan dan 

pengetahuan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah, 

- Meningkatnya kepercayaan 
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masyarakat terhadap 

pemerintahan, 

- Meningkatnya jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah, dan 

- Berkurangnya pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-

undangan. 

4. Prinsip Kesetaraan - Berkurangnya kasus diskriminasi, 

- Meningkatnya kesetaraan gender, 

- Meningkatnya pengisian jabatan 

sesuai ketentuan mengenai 

kesetaraan gender. 

5. Prinsip Daya Tanggap - Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pemerintahan, 

- Tumbuhnya kesadaran 

masyarakat, 

- Meningkatnya jumlah masyarakat 

yang berpartisipasi dalam 

pembangunan daerah dan 

berkurangnya jumlah pengaduan. 

6. Prinsip Wawasan ke Depan - Adanya visi dan strategi yang jelas 

dan mapan dengan kekuatan 

oknum yang sesuai, 

- Adanya dukungan dari pelaku 

dalam pelaksanaan visi dan 

strategi,  dan 

- Adanya kesesuaian dan konsisten 

antara perencanaan dan anggaran. 

7. Prinsip Akuntabilitas - Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah 

daerah, 

- Tumbuhnya kesadaran 

masyarakat, 

- Meningkatnya keterwakilan 

berdasarkan pilihan dan 

kepentingan masyarakat, 

- Berkurangnya kasus KKN. 

8. Prinsip Pengawasan - Meningkatnya masukan dari 

masyarakat terhadap 

penyimpangan (kebocoran, 

pemborosan, penyelahgunaan 

wewenang, dll) melalui media 

massa, dan 

- Berkurangnya penyimpangan-

penyimpangan. 
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9. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas - Meningkatnya kesejahteraan dan 

nilai tambah dari pelayaan 

masyarakat, 

- Berkurangnya penyimpangan 

pembelanjaran, 

- Berkurangnya biaya operasional 

pelayanan, 

- Prospek memperoleh standar ISO 

pelayanan, 

- Dilakukannya swastanisasi 

pelayanan masyarakat. 

10. Prinsip Profesionalisme - Meningkatnya kesejarteraan dan 

nilai tambah dari pelayaan 

masyarakat, 

- Berkurangnya pengaduan 

masyarakat, 

- Berkurangnya KKN, 

- Prospek mendapatkan ISO 

pelayanan, dan 

- Dilaksanakannya “fit and proper” 

tes terhadap PNS. 

(Sumber: Hasil Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang   

baik Tahun 2001, seperti dikutip Sedarmayanti (2009: 285-286)) 

 

Banyak para ahli yang menerangkan prinsip-prinsip dalam memahami good 

governance. Namun, menurut Sedamaryanti ada sejumlah prinsip yang dianggap 

sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrasi 

(2009: 289).  Sehingga, dalam penelitian penerapan prinsip good governance 

dalam rekrutmen pejabat birokrasi melalui promosi jabatan terbuka oleh 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu tahun 2015, peneliti akan memakai prinsip-

prinsip utama good governance menurut Sedamaryanti. Prinsip good governance 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Akuntabilitas  

Akuntabilitas, terdiri dari: (1) pertanggunggugatan politik, yakni adanya 

mekanisme pergantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha 
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membangun monoloyalitas secara sistematis, adanya definisi dan penanganan 

yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka penegak 

hukum; (2) pertanggunggugatan publik, yakni adanya pembatasan dan 

pertanggujawaban yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan 

rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor 

privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik 

(stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya 

menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, 

dan perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, 

pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. 

 

Tabel 3.  

Indikator Prinsip Akuntabilitas 

 

Dimensi No. Indikator 

Akuntabilitas 

(Accountability) 

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar 

prosedur pelaksanaan. 

2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan 

atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan 

penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai 

denganperaturan peraturan perundang-undangan. 

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintahdaerah. 

5. Berkurangnya kasus-kasus KKN. 

(Sumber: Sedarmayanti (2007: 23))  

 

b) Keterbukaan (Transparansi) 

Keterbukaan atau transparansi dapat dilihat dari tiga aspek: (1) adanya 

kebijakan terbuka terhadap pengawasan; (2) adanya akses informasi sehingga 

masyarakat dapat menjangkau setiap kebijakan pemerintah; (3) berlakunya 
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prinsip ckeck and balance antarlembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan 

transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik 

di mana pemerintah harus memberi informasi secara akurat bagi publik yang 

membutuhkan. Terutama informasi yang handal berkaitan masalah hukum, 

peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; adanya 

mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang 

relevan; adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah 

menyediakan informasi kepada masyarakat; serta menumbuhkan budaya di 

tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah 

daerah.  

 

Tabel 4.  

Indikator Prinsip Transparansi 

 

Dimensi No. Indikator 

Transparansi 

(Transparancy) 

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap 

proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 

2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah 

dijangkau bebas diperoleh dan tepat waktu.  

3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan. 

5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi 

dalam pembangunan daerah. 

(Sumber: Sedarmayanti (2007: 22)) 

 

c) Partisipasi 

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat terutama aspirasinya 

dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 
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juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai 

kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. 

Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat 

melalui wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan keterlibatan 

secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara 

menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan, dan 

pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi 

kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi 

aktif dalam menetukan masa depan.  

 

Tabel 5.  

Indikator Prinsip Partisipasi 

 

Dimensi No. 
Indikator 

Partisipasi 

(Participation) 

1. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang 

prosesatau metode partisipatf. 

2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas 

konsensus bersama. 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik 

dansaran) untuk pembangunan daerah. 

4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih 

peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang 

dilakukan pemerintah. 

(Sumber: Sedarmayanti (2007: 16-22)) 

 

d) Supremasi hukum aparat birokrasi 

Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas 

birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada 

kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam 

menegakkan pertanggunggugatan pemerintah. Persyaratan konsep supremasi 

hukum adalah: 
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a. Supremasi hukum: setiap tindakan Negara harus dilandasi hukum dan 

bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki. 

b. Kepastian hukum: di samping erat kaitannya dengan rule of law juga 

mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, tegas 

dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

c. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi 

masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan 

bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit. 

d. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif: upaya yang 

mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta 

sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas. 

e. Independensi peradilan: yakni prinsip yang melekatkan efektivitas 

peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law. 

 

Penggunaan prinsip good governance menurut Sedarmayanti dalam rekrutmen 

pejabat birokrasi melalui promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu tahun 2015, dikarenakan prinsip tersebut merupakan generalisasi dari 

prinsip ahli yang lain dan disertai indikator yang dapat dipakai untuk melihat serta 

menilai sistem promosi jabatan terbuka. Seperti pada prinsip transparansi dapat 

digunakan untuk menilai pelaksanaan program dilaksanakan secara transparan, 

dengan melihat adanya ketersediaan akses informasi yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Prinsip akuntabilitas dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan, dengan melihat adanya 
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laporan pertanggungajawaban promosi jabatan terbuka kepada pihak yang terkait. 

Prinsip partisipasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi publik 

dalam hal ini PNS atau ASN, dengan melihat adanya keterlibatan PNS dalam 

rekrutmen jabatan birokrasi melalui promosi jabatan terbuka untuk mengisi 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah di Kabupaten Pringsewu. 

Selanjutnya, prinsip supremasi hukum aparat birokrasi dapat digunakan untuk 

menilai dan melihat adanya kejelasan landasan hukum dalam menjalankan sistem 

promosi jabatan terbuka. Menurut peneliti prinsip supremasi hukum aparatur 

birokrasi, mencangkup prinsip profesionalisme karena prinsip tersebut 

mengutamakan aparatur birokrasi yang harus taat azas dalam arti harus 

berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam 

menjalankan kebijakan penyelenggaraan negara. Selain itu menurut peneliti, 

prinsip supremasi hukum aparat birokrasi bertujuan untuk terwujudnya prinsip 

proposionalisme, yakni dengan adanya kerangka hukum maka akan menjamin hak 

dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena salah 

satu prinsip di atas ada yang mencangkup dua prinsip lain maka dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan empat prinsip good governance menurut Sedamaryanti, 

yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. 

 

 

  



34 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Banyak keluhan dan tuntutan perbaikan yang diajukan masyarakat kepada 

aparatur birokrasi, salah satunya tuntutan kemampuan aparatur itu sendiri. Oleh 

sebab itu, pemerintah baik pusat dan daerah melakukan penataan ulang birokrasi 

atau reformasi birokrasi dari sisi rekrutmen pejabat birokrasi. Proses rekrutmen 

selama ini ternyata menyimpan sejumlah masalah yang tak jarang berupa praktik 

nepotisme. Praktik nepotisme tersebut ditandai dengan adanya promosi jabatan 

yang dilakukan oleh pejabat atasan kepada pegawai yang bersangkutan atas dasar 

kedekatan suku, daerah, atau afiliasi politik tertentu. Akibatnya, Sumber Daya 

Aparatur Manusia (SDAM) yang kurang berkompeten dapat menduduki jabatan 

tertentu. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang menegaskan untuk melakukan penataan ulang birokrasi, seperti 

pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama pada instansi pusat 

maupun daerah yang diselenggarakan secara terbuka dan kompetitif bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Adapun teknis pelaksanaannya dengan merujuk pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal tersebut dilakukan 

sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan terobosan 

baru dengan menyelenggarakan sistem promosi jabatan terbuka, untuk mengisi 
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posisi pimpinan tinggi pratama/sekretaris daerah. Sesuai pula dengan misi 

Kabupaten Pringsewu pada poin keempat, yakni menyelenggarakan pemerintahan 

daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good local 

governance). Tidak dipungkiri bahwa dalam menyelenggarakan promosi jabatan 

terbuka tentu tidak lepas dari kendala. Namun, bupati beserta kepala dinas sangat 

berkomitmen menyelenggarakan promosi jabatan terbuka, sebagai upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian yang berfokus  untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis, sebagai berikut: 

1. Tahapan rekrutmen pejabat melalui promosi terbuka: 

a. Persiapan 

b. Pelaksanaan (pengumuman, seleksi, dan hasil seleksi)  

c. Monitoring dan evaluasi 

2. Penerapan prinsip good governance: 

a. Penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) 

b. Penerapan prinsip akuntabilitas 

c. Penerapan prinsip partisipasi 

d. Penerapan prinsip supremasi hukum 

Diharapkan apabila penyelenggaraan promosi jabatan terbuka ini berjalan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya maka akan 

membantu menghasilkan aparatur birokrasi yang berkualifikasi dan berkompeten, 

serta dapat menjadi contoh kepada kabupaten/kota lain untuk percepatan 

reformasi birokrasi.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti)  

Masih adanya isu nepotisme dalam promosi jabatan, dapat menyebabkan Sumber 

Daya Aparatur Manusia (SDAM) yang kurang berkompeten dapat menduduki 

jabatan tertentu. 

Berdasarkan: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

3. Misi Kabupaten Pringsewu poin ke-empat, yakni menyelenggarakan 

pemerintahan daerah dengan  prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good local governance). 

 

 

 

1. Tahapan rekrutmen pejabat melalui promosi    

jabatan terbuka: 

a. Persiapan 

b. Pelaksanaan (pengumuman, seleksi, dan 

hasil seleksi)  

c. Monitoring dan evaluasi 

2. Penerapan prinsip good governance:  

a. Keterbukaan  c. Partisipasi 

b. Akuntabilitas   d. Supremasi hukum  

Menghasilkan aparatur 

birokrasi yang 

berkualifikasi dan 

berkompeten. 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerapkan sistem promosi 

jabatan terbuka, untuk mengisi posisi jabatan pimpinan tinggi 

pratama/sekretaris daerah. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian  

 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

menurut Hikmat (2011: 37) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

berperilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan pendapat Carmines dan Zeller 

(Sangadji dan Sopiah 2010:26) berpendapat penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan 

teknik statistik. Dengan demikian, penelitian kualitatif menurut peneliti adalah 

prosedur penelitian yang bersifat deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis 

dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-

dokumen. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam 

penelitian ini akan hanya untuk memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa 

kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai tahapan rekrutmen pejabat birokrasi 

dan penerapan prinsip good governance dalam rekrutmen pejabat birokrasi 

melalui promosi jabatan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 
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Sedangkan, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian tipe deskriptif menurut Nazir (Koestoro dan Basrowi, 2006: 

95), yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan, tipe deskriptif menurut 

Nawawi (Koestoro dan Basrowi, 2006: 96), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan demikian, penelitian 

tipe deskriptif menurut peneliti adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara sitematis mengenai fakta-fakta yang tampak. Alasan tipe deskriptif yang 

digunakan oleh peneliti karena peneliti akan mencoba untuk menggambarkan 

fakta-fakta yang ada mengenai tahapan rekrutmen pejabat birokrasi dan penerapan 

prinsip good governance dalam promosi jabatan terbuka di Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena fokus 

penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya 

pada saat pengumpulan data. Adanya fokus penelitian maka peneliti akan fokus 

dalam memahami masalah-masalah dan mendapatkan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
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1. Tahapan rekrutmen pejabat melalui promosi jabatan terbuka, yakni: 

a. Persiapan 

b. Pelaksanaan (pengumuman, seleksi, dan hasil seleksi)  

c. Monitoring dan evaluasi 

2. Penerapan prinsip good governance, yakni: 

a. Penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) 

b. Penerapan prinsip akuntabilitas 

c. Penerapan prinsip partisipasi 

d. Penerapan prinsip supremasi hukum aparatur birokrasi 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian 

ini ditentukan dengan cara sengaja (purposive), yaitu di Kabupaten Pringsewu. 

Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena Kabupaten Pringsewu merupakan 

Daerah Otonom Baru (DOB) yang mencoba mempelopori penerapan sistem 

promosi jabatan terbuka untuk pertama kalinya di Provinsi Lampung. Adapun 

dalam pengumpulan data dilakukan di berbagai instansi, seperti Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Pringsewu dan Komisi I 

DPRD Kabupaten Pringsewu.  
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D. Teknik  Pengumpulan Data 

 

 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (Herdiansyah, 2012:118), adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan yang di maksud dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya, Gordon 

(Herdiansyah, 2012:118) mendefinisikan wawancara, sebagai percakapan 

antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan 

mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.  Berdasarkan pendapat 

ahli diatas maka peneliti memaknai wawancara adalah suatu percakapan 

antara dua orang, di mana ada yang menjadi pewawancara dan terwawancara, 

dan yang menjadi pewawancara akan menggali informasi untuk tujuan 

tertentu.  

 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan 

informan, baik dari BKDD Kabupaten Pringsewu maupun pihak luar yang 

terkait dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat. Adapun 

informan yang telah diwawancarai, yaitu: 
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Tabel 6.   

Daftar Informan 

 

No. Informan/Jabatan Data yang diperoleh 

1. Kepala BKDD Kabupaten 

Pringsewu. 

- Proses pelaksanaan promosi jabatan 

terbuka di Kabupaten Pringsewu. 

- Penerapan prinsip good governance. 

2. Ketua Pansel Seleksi Jabatan 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pringsewu. 

- Proses pelaksanaan promosi jabatan 

terbuka di Kabupaten Pringsewu. 

- Penerapan prinsip good governance. 

3. Kepala Bidang Pembinaan, 

Pemberhentian, dan 

Informasi Pegawai di BKDD 

Kabupaten Pringsewu.  

- Proses pelaksanaan promosi jabatan 

terbuka di Kabupaten Pringsewu. 

- Penerapan prinsip good governance. 

4. Kepala Bidang 

Pengembangan dan Diklat di 

BKDD Kabupaten 

Pringsewu. 

- Sumber dana kegiatan. 

 

5. Peserta, sekaligus Kadidat 

yang terpilih menjadi 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pringsewu. 

- Kronologi tahapan rekrutmen pejabat 

birokrasi melalui promosi jabatan 

terbuka. 

- Penerapan prinsip good governance. 

 

6. Peserta Promosi Jabatan 

Terbuka Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama 

pada Jabatan Sekretaris 

Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 

- Kronologi tahapan rekrutmen pejabat 

birokrasi melaluip romosi jabatan 

terbuka. 

- Penerapan prinsip good governance. 

 

7. Komisi I DPRD Kabupaten 

Pringsewu. 

- Peraturan dan dasar hukum 

pelaksanaan promosi jabatan terbuka. 

- Kesesuaian pelaksanaan dengan aturan 

yang berlaku. 

- Permasalahan yang timbul. 

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti) 

 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi menurut Herdiansyah (2012: 143) adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari 

sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 
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ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan 

menggunakan metode studi dokumentasi di dalam penelitian ini maka akan 

membantu peneliti dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara melihat atau 

menganalisis data-data yang berhubungan dengan penelitian promosi jabatan 

terbuka di Kabupaten Pringsewu. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 7.   

Daftar Dokumentasi 

 
No. Nama Dokumen Subtansi/Isi 

1. Undang-Undang No. 5 tahun 2014  Berisi tentang Pengaturan Aparatur 

Sipil Negara dan Dasar Hukum 

Seleksi Jabatan Terbuka. 

 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2014  

Berisi tentang Tata Cara Pengsian 

Jabatan Pimpinan Tinggi di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

3. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 

B/189/KPTS/LT.03/2015  

Berisi tentang Penetapan Panitia 

Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama Pada Jabatan 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 

 

4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : 

B/265/KPTS/LT.03/2015  

 

Berisi tentang Penetapan Kembali 

Panitia Seleksi Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama Pada 

Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 

 

5. Keputusan Ketua Panitia Seleksi 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Nomor : 

002/KPTS/PANSEL/III/2015  

Berisi tentang Penetapan Standar 

Penilaian dalam Seleksi Terbuka dan 

Kompetitif Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 

 

6. Keputusan Ketua Panitia Seleksi 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Nomor : 

004/KPTS/PANSEL/IV/2015  

Berisi tentang Penetapan Skoring 

Nilai Masing-Masing Peserta Seleksi 

Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 

7. Keputusan Ketua Panitia Seleksi 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Nomor: 

005/KPTS/PANSEL/IV/2015  

Berisi tentang Penetapan 3 (tiga) 

Nama Peserta Seleksi Jabatan 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pringsewu dengan nilai tertinggi. 

 

(Sumber : BKKD Kabupaten Pringsewu 2015) 
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E. Teknik Analisis Data 

 

 

Menurut Herdiansyah (2012:158), analisis data merupakan tahap pertengahan dari 

serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat 

penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data 

terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, 

semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur 

pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.  

 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Model 

Interaktif menurut Miles dan Huberman (1986). Berikut merupakan gambar 

tahapan-tahapan berserta alur teknik analisis data dengan Model Interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2012:164): 

 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan 

Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Herdiansyah (2012:164)) 

Kesimpulan 

/verifikasi 

Pengumpula

n data 

Display data Reduksi 

data 
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Adapun penjelasan dari teknik analisis data Model Interaktif menurut Miles dan 

Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian,  

dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah 

dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Bahkan, Creswell 

(Herdiansyah, 2012:164) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya 

sudah berfikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru 

dimulai. Dalam pengumpulan data ini tidak ada waktu yang spesifik dan 

khusus yang disediakan untuk proses pengumpulan data karena sepanjang 

penelitian berlangsung, sepanjang itu pula proses pengumpulan data 

dilakukan.  

 

Sebagai langkah awal proses pembuatan draft, sedikit demi sedikit peneliti 

sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah 

melakukan studi pre-eliminary yang berfungsi untuk verifikasi dan 

pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada. 

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data secara inti dijelaskan Herdiansyah (2012:165), yaitu proses 

penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi 

satu bentuk tulisan (sript) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil 

observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) 

sesuai dengan formatnya masing-masing.  
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3. Display Data  

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam 

bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun 

alurnya dalam tabel akumulasi tema) kedalam suatu matriks kategorisasi 

sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Selanjutnya, 

akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan 

sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan 

kode (coding) dari subtema sesuai dengan verbatim wawancara yang 

sebelumnya telah dilakukan.  

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian 

analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman (1984). Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini 

menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan 

mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.  

 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

 

 

Emzir (2011: 78) memberikan pengertian luas pada teknik keabsahan data, yaitu 

merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk 

melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang 

digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting, khususnya dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang 

berbeda terhadap studi aktivitas manusia. Lincoln dan Guba (Emzir, 2011:79) 
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mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif, yakni 

sebagai berikut: 

1. Kredibilitas (Credibility) 

Kriteria kredibilitas merujuk pada penetapan hasil penelitian kualitatif, yaitu 

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian 

tersebut karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari 

sudut pandang partisipan. Partisipan adalah salah satu-satunya orang yang 

dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk 

meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan 

penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

member checking. Menurut Emzir (2011:82) ada tiga bentuk yang biasa 

digunakan oleh peneliti kualitatif, yakni: 

a. Triangulation, yakni proses penguatan bukti dari individu-individu yang 

berbeda (misalnya, seorang kepala sekolah dan seorang siswa), jenis data 

(misalnya, catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam bentuk 

deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Peneliti menguji 

setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung 

sebuah tema. Hal ini menjamin bahwa studi akan menjadi akurat karena 

informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau proses. 

Dalam cara ini, peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan 

yang akurat dan kredibel.  

b. Member Checking, yakni suatu proses peneliti menanyakan pada 

seseorang atau lebih partisipan dalam studi untuk mengecek keakuratan 
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dan keterangan tersebut. Pengecekan ini melibatkan pengambilan temuan 

kembali kepada partisipan dan menanyakan kepada mereka (secara 

tertulis atau lisan) tentang akurasi dari laporan tersebut.  

c. Auditing, yakni peneliti hadir atau absen pelayanan dari seorang individu 

dari luar studi untuk memeriksa kembali berbagai aspek penelitian. 

Proses auditing akan memeriksa kembali proyek dan menulis atau 

mengomunikasikan suatu evaluasi tentang studi. Audit ini mungkin 

muncul selama dan pada kesimpulan dari sebuah studi.  

 

2. Transferabilitas (Transferrability) 

Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian 

kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks yang lain. 

Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas adalah tanggung jawab 

seseorang dalam melakukkan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat 

meningkatkan tranferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan 

mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral 

pada penelitian tersebut. 

 

3. Dependabilitas (Dependability) 

Ide dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan 

konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian 

bertangguang jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi 

cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.  
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4. Konfirmabilitas (Confirmability) 

Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan 

hasil penelitian dapat dikonfirmasikan oleh orang lain. Setelah melakukan 

penelitian, seseorang dapat melakukan audit data yang menguji pengumpulan 

data dan prosedur analisis serta membuat penilaian tentang kemungkinan 

distorsi dan bias.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Kabupaten Pringsewu 

 

1. Letak Geografis Kabupaten Pringsewu 

 

 

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah 

kabupaten sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan 

Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sebelah timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan 

Gedongtataan, Kecamatan Waylima, dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten 

Pesawaran. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh 

Balak, Kabupaten Tanggamus. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air 

Naningan, Kabupaten Tanggamus. 

 

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km2, yang hampir 

seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki 

Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. 

Dengan demikian, dapat dikatakan mata pencaharian utama di Kabupaten 

Pringsewu adalah bertani dan berdagang.  
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2. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pringsewu 

 

 

Pringsewu merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 serta diresmikan pada 

tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya yang ditunjuk 

sebagai Pj. Bupati Pringsewu untuk yang pertama kali adalah Ir. H. Masdullhaq, 

untuk memimpin pemerintahan di Kabupaten Pringsewu. Kemudian, digantikan 

oleh H. Helmi Machmud, digantikan kembali oleh Sudarno Edi, dan Bupati 

Pringsewu saat ini dijabat oleh Hi. Sujadi Saddat. 

 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah:  

 

Tabel 8. Kecamatan di Kabupaten Pringsewu 

No. Kecamatan Ibukota 

1.   Pardasuka Pardasuka 

2.  Ambarawa Ambarawa 

3.  Pagelaran Gumuk Mas 

4.  Pagelaran Utara Fajar Mulya 

5.  Pringsewu Pringsewu 

6.  Gadingrejo Gadingrejo 

7.  Sukoharjo Sukoharjo 

8.  Banyumas Banyumas 

9.  Adiluwih Adiluwih 

(Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2015) 
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3.  Penduduk Kabupaten Pringsewu 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Pringsewu jumlah 

penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa. 

Banyaknya Penduduk Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan 

pada tahun 2015 tercatat sebanyak 383.101 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

196.408 jiwa dan perempuan 186.693 jiwa. Sex ratio penduduk atau 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 105,20 

yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 

105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata sekitar 613 jiwa per-

kilometer persegi. Secara rinci persebaran penduduk per- Kecamatan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Persebaran Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu 

No. 

 

 

Kecamatan Jumlah 

Penduduk 
Luas (Km2) Kepadatan 

(Jiwa/ Km2) 

1 Pardasuka 33 757 94.64 356.69 

2 Ambarawa 33 732 30.99 1 088.48 

3 Pagelaran 46 038 72.47 635.27 

4 Pagelaran Utara 15 196 100.28 151.54 

5 Pringsewu 80 443 53.29 1 509.53 

6 Gadingrejo 72 249 85.71 842.95 

7 Sukoharjo 47 217 72.95 647.25 

8 Banyumas 20 068 39.85 503.59 

9 Adiluwih 34 401 74.82 459.78 

10 Pringsewu 383101 625.00 612.96 

(Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2015) 

 

Dari data tersebut, Kecamatan Pringsewu merupakan wilayah terpadat dengan  

kepadatan sekitar 1.510 jiwa/km2, dan yang paling jarang adalah Kecamatan 

Pagelaran Utara yaitu hanya sekitar 152 jiwa/km2. 
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4. Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu 

 

 

Visi: 

“Pringsewu Unggul, Dinamis, dan Agamis”. 

 

Misi: 

a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan 

tata ruang wilayah. 

b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan 

optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya 

saing. 

d. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-

kaidah good governance and clean government. 

e. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. 

 

Motto:  

“BERSENYUM MANIS”, yaitu Bersih, Sehat, Ekonomi, Nyaman, Unggul, 

Mandiri, dan Agamis”.  
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B.  Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu  

 

1.  Profil Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan 

Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932) Kabupaten Pringsewu diresmikan 

pada tanggal 03 April 2009. Sebagai tindak lanjut berdirinya Kabupaten 

Pringsewu maka ditetapkan peraturan bupati yaitu: 

a. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932) diundangkan pada tanggal 28 

November 2008. 

b. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Sekretariat Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (terbentuk bagian kepegawaian dan 

humas). 

c. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Sekretariat Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Perubahan Bagian Kepegawaian dan 

Humas menjadi Bagian Kepegawaian). 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Pringsewu. 



Berikut ini nama-nama sejak awal berdirinya Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah (BKDD) Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: 

a. Yus Amri Agus, Sos., memimpin sejak 4 Juli 2009 sampai 12 Juli 2010.  

b. Bajuri, S.H. memimpin sejak 12 Juli 2010 sampai 15 November 2011. 

c. Purwoto, S.H., M.H. memimpin sejak 18 Februari 2012 sampai 15 

November 2012. 

d. Budi Heryanto, S.H., M.M. memimpin sejak 15 November 2012 sampai 10 

Januari 2014. 

e. Drs. Muhammad Dawam, M.Si. memimpin sejak 10 Januari 2014 

sampai sekarang. 

 

2. Visi dan Misi   
 

 

a. Visi  

Terwujudnya sumber daya pegawai yang profesional dan mengutamakan 

pelayanan prima. 

 

b. Misi 

1) Menigkatkan kualitas pelayanan pegawai dan administrasi 

kepegawaian berbasis Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK); 

2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan kesejahteraan pegawai; 

3) Meningkatkan pengembangan karier PNS yang profesional; 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi. 
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3. Struktur Organisasi  

 

Gambar 3. Struktur Organisasi 
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4. Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja  

 

 

Berikut ini peneliti akan menguraikan tugas dan fungsi beberapa bidang yang 

hanya berkaitan dengan promosi terbuka atau seleksi terbuka. Hal tersebut, tetap 

berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu: 

 

a. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah 

tangga kabupaten (desentralisasi) di bidang kepegawaian daerah yang menjadi 

kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah 

kepada bupati. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi: (i) perumusan kebijakan 

teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah; (ii) pemberian dukungan atas  

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah; (iii) 

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat daerah; (iv) 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; (v) pelayanan administratif.  
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b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

 

Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD). Sekretaris Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah (BKDD) mempunyai tugas merencanakan, mengatur, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan serta pelayanan administrasi 

serta penyelenggaraan bagian tata usaha yang meliputi urusan surat menyurat, 

rumah tangga, perlengkapan, umum, keuangan, penyusunan laporan, tentang 

pelaksanaan program kerja dan administrasi kepegawaian serta penyusunan 

program atau kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk  

menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah mempunyai fungsi: (i) pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana 

dan program kerja; (ii) pelaksanaan tugas administrasi umum, urusan 

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; (iii) 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sekretariat serta lingkup 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewu. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan Kepegawain dan 

Diklat Daerah (BKDD) membawahi tiga Sub Bagian, yaitu: 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKDD yang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang 

meliputi penerimaan, pedistribusian dan pengeluaran naskah serta rumah 

tangga, urusan perlengkapan, kearsipan, ekspedisi dan kepegawaian. Untuk 

menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan 
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Kepegawaian BKDD mempunyai fungsi: (i) pengelolaan administrasi umum 

dan pengelolaan administrasi kepegawaian; (ii) pengelolaan kearsipan, 

kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan BKDD; (iii) Pelaksanaan  

monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian BKDD. 

 

b) Sub Bagian Perencanaan  

Sub Bagian Perencanaan BKDD yang mempunyai tugas merencanakan 

kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi 

penyusunan perencanaan kegiatan tahunan, mengumpulkan data, dan 

mengolah data serta monitoring dan mengevaluasi semua kegiatan BKDD. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan 

BKDD mempunyai fungsi: (i) penyusunan rencana dan progran kerja di 

lingkup Badan; (ii) penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang 

perencanaan; (iii) pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan, 

analisa dan evaluasi; (iv) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan  

kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan BKDD. 

 

c) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan BKDD mempunyai tugas merencanakan, 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang 

meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan 

(anggaran rutin dan kegiatan), verifikasi, dan perbendaharaan serta 

melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan di 

lingkup BKDD. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian 
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Keuangan BKDD mempunyai fungsi: (i) penyusunan rencana dan program 

kerja anggaran BKDD; (ii) pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan 

di bidang keuangan; (iii) penyusunan laporan keuangan BKDD; (iv) 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub 

Bagian keuangan BKDD. 

 

c. Bidang Pengembangan dan Diklat 

 

Bidang Pengembangan dan Diklat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKDD yang mempunyai 

tugas menyiapkan penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional,  menyelenggarakan  seleksi  dan  

administrasi ujian dinas, prajabatan, diklat Pim II, III, IV, pendidikan, dan 

pelatihan serta pendidikan tugas belajar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 

Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat mempunyai fungsi: (i) perumusan 

kebijakan dan bimbingan teknis di Bidang Pengembangan dan Diklat;            

(ii) pelaksanaan dan pengkoordinasian di Bidang Pengembangan dan Diklat;       

(iii) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup Bidang 

Pengembangan dan Diklat BKDD. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan dan 

Diklat membawahi dan dibantu oleh dua sub bidang, yaitu: 

a) Sub Bidang Pengembangan  

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 

struktural dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bidang 
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Pengembangan mempunyai fungsi: (i) penyiapan bahan perumusan 

kebijakan dan bimbingan teknis di Sub Bidang Pengembangan;                  

(ii) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan;   

(iii) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup 

Sub Bidang Pengembangan BKDD. 

 

b) Sub Bidang Diklat, Penjenjangan, dan Teknis Fungsional 

Sub Bidang Diklat, Penjenjangan, dan Teknis Fungsional yang mempunyai 

tugas menyiapkan bahan penyususnan kesehatan, social, tenaga kerja, 

pemberdayaan masyarakat, kependudukan, peranan wanita, dan keluarga 

berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang 

Diklat, Penjenjangan, dan Teknis Fungsional mempunyai fungsi: (i) 

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di Sub 

Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional; (ii) penyiapan bahan 

pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Sub Bidang Diklat 

Penjenjangan dan Teknis Fungsional; (iii) pelaksanaan monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan kegiatan di lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan 

Teknis Fungsional BKDD. 

 

d. Bidang Pembinaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai 

 

Bidang Pembinaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai, dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala BKDD yang mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan-

bahan dan data kegiatan pembinaan disiplin, menyelesaikan kasus-kasus, 

penjatuhan hukuman disiplin, pemberhentian atau penolakan izin perkawinan  
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atau perceraian, pemberhentian dan pemberian pensiun, cuti dan melaksanakan 

pengumpulan, penataan, penyimpanan data pegawai dan data informasi PNS. 

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan, Pemberhentian,  

dan Informasi Pegawai BKDD mempunyai fungsi: (i) perumusan kebijakan dan 

bimbingan teknis di Bidang Pembinaan, Pemberhentian, Data, dan Informasi 

Pegawai; (ii) pelaksanaan dan pengkoordinasian di Bidang Pembinaan, 

Pemberhentian, Data, dan Informasi Pegawai; (iii) pelaksanaan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkup Bidang Pembinaan, Pemberhentian, 

Data, dan Informasi Pegawai BKDD. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan, 

Pemberhentian, dan Informasi Pegawai membawahi dan dibantu oleh dua sub 

bidang, yaitu: 

a) Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin Pegawai 

Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin Pegawai mempunyai 

tugas menyiapkan daftar normatif PNS yang akan pensiun, penyelesaian 

Taperum dan Taspen, pelepasan Purna Bhakti, menyiapkan bahan pembinaan 

hukum dan pembinaan teknis administrasi kepegawaian, penyelesaian kasus-

kasus, penjatuhan hukuman disiplin, pemberian atau penolakan izin 

perkawinan atau perceraian, skorsing atau pemberhentian sementara PNS, 

pemberian tanda pnghargaan, cuti PNS, dan sumpah janji PNS. Untuk 

menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan 

Disiplin Pegawai BKD mempunyai fungsi: (i) penyiapan bahan perumusan 

kebijakan dan bimbingan teknis di Sub Bidang Pemberhentian dan 

Pembinaan Disiplin Pegawai; (ii) penyiapan bahan pelaksanaan dan 
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pengkoordinasian kegiatan di Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan 

Disiplin Pegawai; (iii) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di lingkup Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin 

Pegawai BKDD. 

 

b) Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi Pegawai 

Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi Pegawai  

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan 

pemeliharaan dokumentasi kepegawaian, pengolahan data kepegawaian serta 

menyajikan data dan informasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas 

Kepala Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi Pegawai 

mempunyai fungsi: (i) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

bimbingan teknis di Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan 

Informasi Pegawai; (ii) penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian 

kegiatan di Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi 

Pegawai; (iii) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di 

lingkup Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi Pegawai 

BKDD. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan rekrutmen pejabat 

birokrasi pada Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama (Jabatan Sekretaris Daerah) Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

oleh panitia seleksi dan tim sekretariat, telah sesuai dengan Permenpan-RB 

Nomor 13 Tahun 2014, sebagai pedoman pelaksanaan. Adapun tahapan tersebut, 

meliputi: (1) tahapan persiapan; (2) tahapan pelaksanaan yang terdiri dari: tahapan 

pengumuman, tahapan seleksi, tahapan hasil seleksi; dan (3) tahapan monitoring 

dan evaluasi. Guna menilai kegiatan tersebut, mencapai tujuannya dan misi 

Kabupaten Pringsewu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik 

dengan menerapkan kaidah-kaidah “good governance and clean government” 

maka analisis yang peneliti gunakan mengarah pada konsep good governance.  

 

1. Tahapan Persiapan  

Peneliti menemukan beberapa prinsip good governance dalam tahapan 

persiapan seleksi terbuka. Pertama, adanya prinsip supremasi hukum yang 

dilihat dari adanya dasar hukum, yakni Permenpan-RB Nomor 13 tahun 2014 

sebagai dasar pedoman pelaksanaan. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas. 

Prinsip akuntabilitas yang dilakukan pemerintah setempat adalah perihal 
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komposisi keanggotaan panitia seleksi yang telah sesuai dengan standar 

prosedur dalam pembentukan pansel. Ketiga, adanya prinsip cepat tanggap. 

Salah satu indikator prinsip cepat tanggap adalah aparat pemerintahan harus 

cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi 

masyarakat. Prinsip cepat tanggap yang dilakukan pemerintah setempat 

yakni, adanya penggantian 2 (dua) anggota panitia seleksi sehingga 

mengalami perubahan personil.  

 

2. Tahapan pelaksanaan, terdiri dari: 

a. Tahapan pengumuman,  

Peneliti menemukan beberapa prinsip good governance dalam tahapan 

pengumuman seleksi terbuka. Pertama, adanya prinsip tranparansi dilihat 

dari penyebaran informasi yang dilakukan secara luas, melalui media 

online dan media cetak. Hal tersebut berarti informasi dapat dengan mudah 

dijangkau dan bebas diperoleh oleh semua pihak serta informasinya tepat 

waktu. Kedua, adanya prinsip partisipasi yang dapat dilihat dari 

keterlibatan pegawai BKDD Kabupaten Pringsewu dan media massa lokal 

sebagai sarana penyalur. Ketiga, adanya prinsip supremasi hukum yang 

dapat dilihat dari isi pengumuman yang mengacu pada Permenpan-RB 

Nomor 13 tahun 2014 sebagai pedoman tata cara pengisian jabatan 

pimpinan tinggi secara terbuka termasuk tata cara mengumumkan 

lowongan jabatan.  
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b. Tahapan seleksi  

Peneliti menemukan beberapa prinsip good governance dalam tahapan 

seleksi. Pertama, adanya prinsip partisipasi dapat dilihat dari antusias para 

PNS yang ikutserta mendaftar bahwa, bukan hanya berasal dari dalam 

lingkungan Kabupaten Pringsewu, tetapi dari luar lingkungan Kabupaten 

Pringsewu. Pelaksanaan seleksi terbuka tidak akan berjalan tanpa kerja 

sama antara tim panitia seleksi dengan tim sekretariat. Selain itu, dalam tes 

assesment psikiatri dibantu oleh tim assessor yang berasal dari RS. Jiwa 

Daerah Provinsi Lampung. Kedua, adanya prinsip transparansi yang dapat 

dilihat dari kemudahan akses informasi dan keakuratan data sesuai dengan 

penetapan standar penilaian. Hal tersebut, memperlihatkan bahwa tahapan 

seleksi memiliki karakteristik transparansi atau keterbukaan. Ketiga, 

adanya prinsip akuntabilitas yang dapat dilihat dari adanya laporan yang 

dilakukan panitia seleksi secara bertahap kepada Komisi Aparatur Sipil 

Negara.  

 

c. Tahapan hasil seleksi 

Peneliti menemukan beberapa prinsip good governance dalam tahapan 

hasil seleksi. Pertama, adanya prinsip transparansi yang dapat dilihat dari 

cara mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan melalui website dan 

email. Hanya saja, menyangkut cara mengumumkan hasil calon yang 

terpilih terdapat sedikit masalah, berupa perbedaan pendapat antara 

anggota Komisi I DPRD dengan panitia seleksi. Kedua, adanya prinsip 

partisipasi yang dapat dilihat dari adanya peran tim panitia seleksi dalam 

membantu bupati untuk menentukan 1 (satu) calon terpilih dari 3 (tiga) 
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nama calon yang terbaik. Penentuan tersebut bukan didasarkan keputusan 

sepihak namun penetapan calon oleh Bupati Kabupaten Pringsewu 

berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi. Dengan demikian, penetapan 

tersebut merupakan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. 

Ketiga, adanya prinsip supremasi hukum yang dapat dilihat dari penetapan 

calon terpilih berdasarkan rekomendasi panitia seleksi yang melihat 

peringkat nilai yang didapat peserta. Hal tersebut, tercantum dalam aturan 

di Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014. Keempat, adanya prinsip 

akuntabilitas yang dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pelaksanaan 

dengan standar prosedur pelaksanaan. Didukung pula dengan adanya 

laporan pertanggungjawaban kegiatan. 

 

3. Tahapan monitoring dan evaluasi 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti menemukan fakta 

bahwa monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan sepenuhnya, seperti pada 

evaluasi kinerja yang belum dilakukan karena melihat kandidat yang terpilih 

belum menjabat 1 (satu) tahun. Namun, disamping itu panitia seleksi telah 

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Aparatur Sipil 

Negara dan Bupati Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut, menandakan adanya 

prinsip akuntabilitas dalam tahapan ini.  
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran atau masukan dari peneliti sebagai 

sumbangan pemikiran untuk perbaikan selanjutnya, yaitu: 

1. Pada tahapan persiapan: sebaiknya, pejabat pembina kepegawaian (bupati) 

lebih mencermati aturan pembentukan panitia seleksi agar tidak terjadi lagi 

perubahan personil panitia seleksi yang akan mengganggu jadwal tahapan 

seleksi. 

2. Pada tahapan pelaksanaan: (a) sebaiknya, antara panitia seleksi dan 

pemerintah setempat menjalin koordinasi yang baik agar tidak terjadi 

perbedaan pendapat atau bahkan kesalahan terkait publikasi pengumuman 

hasil. Jika perlu konsultasikan hal tersebut ke pihak Komisi Aparatur Sipil 

Negara atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi atau Menteri Dalam Negeri agar ada kejelasan terkait yang 

seharusnya dilakukan pada tahapan pengumuman hasil calon terpilih; (b) 

sebaiknya, terkait hasil seleksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dapat memperjelas isi Permenpan-RB Nomor 13 tahun 

2014 pada poin 6 (enam) tentang hasil seleksi agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dan pandangan pihak penyelenggara.   

3. Pada tahapan monitoring dan evaluasi: sebaiknya, ada pengawasan langsung 

dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk nyata dari monitoring itu 

sendiri.  
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